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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PEMERIKSAAN FISIK (STOCK OPNAME) ASET 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

NUSA TENGGARA TIMUR 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi yang 

otentik mengenai kuantitas dan kualitas barang milik 

negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Nusa Tenggara Timur guna memenuhi 

akuntabilitas; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa 

Tenggara Timur tentang Penetapan Standar 

Operasional Prosedur Pemeriksaan Fisik (Stock 

Opname) Aset Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
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7. Keputusan . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1763); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 
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7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/XI/2017 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

 

Memerhatikan 

 

 

 

Menetapkan 

 

 

 

 

KESATU 

 

 

 

 

KEDUA 

 

 

 

KETIGA 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

Berita Acara Pleno Nomor 28/PK.01-BA/Prov/VI/2021, 

tanggal 2 Juni 2021; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA 

TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN FISIK (STOCK 

OPNAME) ASET DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. 

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan 

Fisik (Stock Opname) Aset Di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana  

tercantum pada Lampiran  yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam 

pemeriksaan fisik (stock opname) aset di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kupang 

pada tanggal 7 Juni 2021 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 

ttd. 

 

THOMAS DOHU 

 

 

 

 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan 

Partisipasi Masyarakat, 

 

 

 

YOSEF HARDI HIMAN 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PEMERIKSAAN FISIK (STOCK OPNAME) ASET DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. 

 

 
 
 

 
 

 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PEMERIKSAAN FISIK (STOCK OPNAME) ASET 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 
NUSA TENGGARA TIMUR 
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